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ABSTRAK 

 

Masjid Raya Baiturrahman merupakan masjid provinsi yang dikelola UPTD pengelola 

Masjid Raya Baiturrahman di bawah Dinas Syariat Islam Aceh dengan status BLUD 

berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018. Sebagai pengelola fasilitas 

publik yang mengelola dana APBA, BLUD dan dana umat UPTD memiliki kewajiban 

menerapkan transparansi keuangan. Namun, pengelolaan keuangan masih menghadapi 

tantangan transparansi, terutama sistem pelaporan yang belum optimal dan minimnya 

digitalisasi akses informasi, hal ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana 

transparansi pengelolaan keuangan oleh UPTD Masjid Raya Baiturrahman Aceh. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil 

penelitian menunjukkan UPTD telah menerapkan sistem transparansi bertingkat dengan 

baik dalam pengelolaan dana umat melalui pengumuman rutin Jumat, publikasi di papan 

dinding masjid, Radio Baiturrahman, dan Tabloid Gema. Namun, terdapat beberapa 

kelemahan dalam sistem ini. Pertama, informasi yang dipublikasikan kepada masyarakat 

hanya terbatas pada dana umat saja, sedangkan informasi terkait dana APBA dan BLUD 

tidak diumumkan secara terbuka. Kedua, kurangnya pemanfaatan akses platform media 

yang dimiliki Masjid Raya Baiturrahman dalam menerapkan transparansi informasi. 

Ketiga, belum tersedia sistem pengaduan yang jelas dan tempat khusus bagi masyarakat 

untuk menyampaikan keluhan, padahal hal ini penting sebagai sarana pengawasan dari 

masyarakat.  

Kata kunci: Transparansi, Keuangan, UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Aceh merupakan salah satu provinsi yang berada dibelahan barat Indonesia. 

Provinsi yang saat ini dikenal sebagai Aceh ini telah mengalami beberapa perubahan 

nama resmi, mulai dari pada tahun (1959-2001) Aceh dikenal sebagai Daerah Istimewa 

Aceh kemudian berubah menjadi Nanggroe Aceh Darussalam pada tahun 2001-2009 

sebelum pada akhirnya menjadi Aceh yang kita kenal sekarang. Menurut data dari Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Aceh, Provinsi Aceh memiliki total area 

sebesar 5.677.081 hektar. Dari keseluruhan luas wilayah tersebut, area hutan 

mendominasi dengan luas 2.270.080 hektar. Perkebunan yang dikelola oleh masyarakat 

menempati posisi kedua terluas dengan area 700.350 hektar. Sementara itu, kawasan 

industri merupakan area dengan luas paling kecil, yang hanya mencakup 2.096 hektar 

dari total luas provinsi1. 

Provinsi Aceh memiliki sejarah panjang dan identitas yang khas, dimana Aceh 

merupakan salah satu provinsi yang memiliki otonomi khusus termasuk dalam penerapan 

syariat islam pada tata kelola masyarakatnya. Provinsi Aceh dikenal sebagai "Serambi 

Mekkah" karena mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Keberadaan Islam di 

Aceh memiliki sejarah panjang sejak masa Kerajaan Aceh Darussalam pada abad ke-162. 

Hal ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh yang sangat kental 

 
1 Badan Penghubung Pemerintah Aceh, “Profil Aceh,” 2023, https://penghubung.acehprov.go.id/. 
2 Arif Rahman, “Peran Kerajaan Aceh Melawan Penjajahan Dan Menyebarkan Islam Di Nusantara 

Pada Abad 16-18 M,” SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I 8, no. 5 (2021): 1333–44, 

https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i5.21894. 
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dengan nilai-nilai islam, termasuk dalam aspek budaya, hukum, dan sistem pemerintahan. 

Aceh juga menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat islam 

secara resmi yang diatur melalui Qanun (peraturan daerah berbasis hukum Islam). 

Penerapan Syariat Islam ini mendapat legitimasi khusus melalui Undang-Undang 

Otonomi Khusus Aceh yang memberikan kewenangan kepada pemerintah Aceh untuk 

mengatur kehidupan masyarakatnya berdasarkan prinsip-prinsip islam3. 

Umat Islam memiliki tempat khusus untuk beribadah yang disebut sebagai  masjid. 

Masjid juga dikenal dengan istilah “Baitullah” yang berarti rumah Allah. Fungsi utama 

masjid adalah sebagai pusat kegiatan keagamaan Islam, termasuk sholat, berdoa, 

membaca Al-Qur'an, mengikuti pengajian, dan melaksanakan berbagai bentuk ibadah 

lainnya. Keberadaan masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat 

Aceh mencerminkan kuatnya nilai-nilai Islam yang telah mengakar dalam kehidupan 

sehari-hari masyarakat Aceh selama berabad-abad. Dengan status sebagai daerah 

istimewa yang menerapkan syariat Islam4. 

Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat dan BPS mencatat bahwa Aceh 

memiliki sekitar 4.269 masjid yang tersebar di seluruh wilayah, mulai dari Masjid Raya 

Baiturrahman sebagai ikon spiritual hingga masjid-masjid kecil di tingkat gampong yang 

menjadi sentra aktivitas keagamaan masyarakat5. Peran masjid dalam kehidupan umat 

Islam Aceh tidak hanya terbatas pada fungsi ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, 

 
3 Misran Misran, “Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh,” LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan 

Politik Hukum 1, no. 2 (2017): 78–86, https://doi.org/10.22373/legitimasi.v1i2.1423. 

 4 Ahmad Rifa’i, “Revitalisasi Fungsi Masjid Dalam Kehidupan Masyarakat Modern,” Universum 

10, no. 2 (2016): 155–63, https://doi.org/10.30762/universum.v10i2.256. 
5 Biyu, “Pembangunan Masjid Di Aceh Meningkatdrastis-,” diaklesis.com, 2024, 

https://dialeksis.com/data/pembangunan-masjid-di-aceh-meningkat-drastis-  
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pembinaan akhlak, dan penguatan identitas keislaman yang telah menjadi bagian integral 

dari budaya dan tradisi masyarakat Aceh yang religius dan taat pada ajaran Islam6. 

Adapun masjid yang sangat familiar di Aceh adalah Masjid Raya Baiturrahman, 

masjid ini merupakan masjid agung tingkat provinsi yang bertepatan di Provinsi Aceh. 

Selama Provinsi Aceh dipimpin Gubernur Zaini Abdullah (2012-2017) Masjid Raya 

Baiturrahman mengalami renovasi besar dengan anggaran sekitar 1,4 triliun rupiah. 

Anggaran tersebut digunakan untuk beberapa proyek penting, termasuk pembangunan 12 

payung elektrik yang masing-masing berharga 10 miliar rupiah per unit. Selain itu, dana 

tersebut juga dialokasikan untuk membangun basement yang berfungsi sebagai tempat 

parkir kendaraan roda dua dan roda empat, pembuatan area wudhu, serta renovasi 

beberapa bagian interior masjid. Proyek penataan landscape dan infrastruktur Masjid 

Raya Baiturrahman ini dimulai pada tahun 2015 dan berhasil diselesaikan pada Mei 2017. 

Payung-payung elektrik tersebut ditempatkan di halaman masjid sebagai bagian dari 

pembaruan fasilitas, dan ini juga menjadi salah satu pusat perhatian baru Masjid Raya 

Baiturrahman Aceh saat ini7.  

Masjid Raya Baiturrahman (MRB) Aceh ini dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis 

Daerah (UPTD) yang berada di bawah Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh. Adapun terdapat 

sumber pendapatan yang mendukung aktivitas pengelolaan Masjid Raya Baiturrahman 

tersebut diantaranya seperti pendapatan dari dana umat, APBA dan layanan jasa yang 

 
6 Fitriani Yusra, “PERAN MASJID SEBAGAI MEDIA DAKWAH DI LINGKUNGAN 

PERKANTORAN PADA PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN HUKUM 

ADMINISTRASI NEGARA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

(P3KHAN LAN RI)” 5, no. 1 (2019): 1–11. 
7 Bustami Abubakar, “Masjid Raya Baiturrahman: Situs Sejarah Dan Budaya Di Kota Banda 

Aceh” 2 (2017): 2588–93. 
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terdiri dari pengelolaan parkir, penitipan sandal, WC umum, dan sumbangan akad 

pernikahan8. 

Masjid Raya Baiturrahman Aceh merupakan salah satu masjid bersejarah dan 

landmark penting di Kota Banda Aceh yang dikelola oleh UPTD. Sebagai lembaga yang 

berada di bawah naungan Pemerintah Aceh, UPTD Masjid Raya Baiturrahman Aceh 

bertanggungjawab dalam mengelola berbagai aspek operasional masjid, termasuk 

pemeliharaan infrastruktur, penyelenggaraan kegiatan keagamaan, dan pengelolaan 

keuangan. Masjid yang menjadi kebanggaan masyarakat Aceh ini tidak hanya berfungsi 

sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial keagamaan dan destinasi 

wisata religi yang dikunjungi oleh ribuan wisatawan setiap tahunnya9. 

Sebagai unit pelaksana teknis yang mengelola fasilitas publik dan dana masyarakat, 

UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman memiliki kewajiban untuk menerapkan 

prinsip transparansi dalam seluruh aspek pengelolaannya terutama dalam hal keuangan. 

Transparansi menjadi nilai fundamental yang harus ditegakkan untuk memastikan 

akuntabilitas penggunaan dana, baik yang bersumber dari APBA maupun sumbangan 

masyarakat. Penerapan transparansi tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap 

regulasi pemerintah, tetapi juga sebagai wujud amanah dalam mengelola fasilitas publik 

yang memiliki nilai religius dan historis yang tinggi bagi masyarakat Aceh10. 

 
 8 Humas DSI, “Dengan Kehadiran UPTD Pengelolaan Keuangan Masjid Lebih Transparan,” 

Website Dinas Syariat Islam, 2023,  

https://dsi.acehprov.go.id/berita/kategori/mimbar-baiturrahman/dengan-kehadiran-uptd-pengelolaan-

keuangan-masjid-lebih-transparan. 
9 Nurul Mahfudhah and Alamsyah Taher, “Masjid Raya Baiturrahman Sebagai Wisata Sejarah 

Dan Budaya Di Kota Banda Aceh,” Jurnal Pendidikan Geosfer 7, no. 1 (2022): 54–62, 

https://doi.org/10.24815/jpg.v7i1.23348. 
10 Dyah Novitasari and Lailatul Amanah Amanah, “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan 

Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran,” Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi 6, no. 12 (2016). 
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Transparansi keuangan publik bermakna bahwa pemerintah bertanggung jawab 

untuk menyediakan informasi keuangan yang jelas dan terbuka kepada masyarakat, hal 

ini dapat melibatkan penggunaan berbagai media untuk mengkomunikasikan bagaimana 

dana yang berasal dari masyarakat dapat dikelola dan digunakan oleh pemerintah pusat 

maupun daerah. Kegiatan ini merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah dalam 

mengelola sumber daya keuangan yang dipercayakan oleh masyarakat kepadanya11. 

Informasi tersebut bisa diakses oleh semua pihak yang memiliki kepentingan agar bisa 

mengevaluasi secara keseluruhan bahwa pemerintahan telah menyampaikan informasi 

secara jujur dan terbuka untuk publik. Transparansi keuangan publik dianggap sangat 

penting karena dapat mendorong dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam 

pengelolaan badan publik yang baik serta dapat terwujudnya penyelenggaraan negara 

yang cukup baik yaitu dengan transparansi, efektif dan efesien12. 

Masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah tetapi juga menjadi pusat 

kegiatan sosial dan wisata religi yang ramai dikunjungi13, dengan pengelolaan dana yang 

berasal dari berbagai sumber dan dalam jumlah yang besar tuntutan akan transparansi 

pengelolaan keuangan menjadi semakin penting untuk membangun kepercayaan publik. 

Hal ini disebabkan karena masyarakat sebagai donatur dan penerima manfaat memiliki 

hak untuk mengetahui bagaimana dana tersebut dikelola dan dimanfaatkan secara 

optimal. Transparansi dalam pengelolaan keuangan tidak hanya mencakup keterbukaan 

informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran dana, tetapi juga akuntabilitas dalam 

 
 11 Edah Jubaedah, “Implementasi Kebijakan Transparansi Keuangan Di Daerah,” Jurnal Ilmu 

Administrasi VIII, no. 34 (2011): 288–99. 

 12 Agustinus Salle, “Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah,” KEUDA (Jurnal 

Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah) 1, no. 1 (2017): 1–19, https://doi.org/10.52062/keuda.v1i1.740. 
13 Muhammad Fadhly Ihsanuddin, “Skripsi Analisis Sistem Pengelolaan Wakaf Di Masjid Raya 

Baiturrahman Kota Banda Aceh,” n.d. 
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setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan alokasi dan distribusi dana 

kepada masyarakat14. 

Masjid Raya Baiturrahman ini dikelola oleh Pemerintahan Aceh yang memiliki 

status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang pengawasannya dilakukan oleh 

Dinas Syariat Islam Aceh. BLUD ini telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 28 

tahun 2017 tentang Pola tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Masjid Raya 

Baiturrahman Aceh Pada Dinas Syariat Islam. Menjelaskan definisi istilah-istilah yang 

digunakan dalam peraturan seperti Aceh, Pemerintahan Aceh, UPTD Pengelola Masjid 

Raya Baiturrahman Aceh, Dewan Pengawas, dan Pejabat Pengelola UPTD dengan tujuan 

untuk menciptakan sinergi antara Pemerintah Aceh dan UPTD dalam pengelolaan dan 

penyusunan kebijakan. UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman dikelola berdasarkan 

4 prinsip yaitu; Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas dan Independensi15.  

Kemajuan teknologi informasi dalam era globalisasi saat ini menuntut pemerintah 

untuk lebih transparan dalam menyampaikan informasi, khususnya informasi yang 

bersifat umum dan penting bagi masyarakat. Bahkan salah satu ciri utama kemajuan kota 

dan menjadi kota yang pintar (smart city) yang sedang dituju oleh banyak kota di dunia 

adalah adanya keterbukaan informasi kepada warga. Dengan keterbukaan tersebut 

masyarakat bisa turut ambil bagian dan bekerja sama dengan pemerintah untuk 

 
14 Iqbal Syauqi Mubarok and Moh Idris, “Penerapan Indikator Transparansi Dalam Website 

Donasi Online,” Universitas Islam Indonesia 31 (2022): 9. 

 15 Keuangan Badan Layanan et al., “Kelola Teknis Masjid Aceh Aceh,” 2017, 2–19. 
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menentukan keputusan yang lebih baik termasuk juga dalam menjaga Masjid Raya 

Baiturrahman16. 

Masjid Raya Baiturrahman merupakan salah satu masjid yang sudah menggunakan 

konsep digitalisasi akan tetapi hal ini belum direalisasikan dengan sepenuhnya dalam 

kemudahan aksesnya secara digitalisasi, dalam pemanfaatan media sosial dan 

pengelolaan pendapatan yang termasuk kedalam pelaporan keuangan tersebut seperti 

QRIS dan wakaf17. Pengelolaan harta wakaf di Masjid Raya Baiturrahman masih 

menghadapi berbagai tantangan yang menghambat optimalisasi pemanfaatannya. Salah 

satu permasalahan utama yang dihadapi adalah ketiadaan sistem pelaporan keuangan 

yang transparan dan akurat terkait pengelolaan aset wakaf. Kondisi ini telah menimbulkan 

kekhawatiran dikalangan masyarakat mengenai akuntabilitas pengelolaan harta wakaf di 

masjid tersebut18. 

Minimnya transparansi dalam pengelolaan aset wakaf telah berdampak pada 

menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Masjid Raya Baiturrahman 

sebagai lembaga pengelola wakaf. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya persepsi 

bahwa pengelolaan aset wakaf belum dilakukan secara maksimal, dimana masih terdapat 

sejumlah aset wakaf yang belum dimanfaatkan secara produktif untuk memberikan 

manfaat yang optimal bagi masyarakat. Situasi ini menunjukkan perlunya perbaikan 

 
16 Suha Alawadhi et al., “Building Understanding of Smart City Initiatives,” Lecture Notes in 

Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in 

Bioinformatics) 7443 LNCS (2012): 40–53, https://doi.org/10.1007/978-3-642-33489-4_4. 
17 Muhammad Akmal Karazi, “Implementasi Digitalisasi Masjid Di Kota Banda Aceh Kasus Pada 

Kecamatan Syiah Kuala ( Masjid Besar Syuhada Lamgugop Dan Masjid Jami’ Al-Wustha Jeulingke),” 

Universitas Negeri Ar-Raniry, 2023, 1–100. 
18 Ihsanuddin, “Skripsi Analisis Sistem Pengelolaan Wakaf Di Masjid Raya Baiturrahman Kota 

Banda Aceh.” 
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dalam sistem pengelolaan pelaporan keuangan untuk meningkatkan efektivitas dan 

kepercayaan publik19. 

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik yang mana mengatur keterbukaan informasi publik untuk menjamin hak 

masyarakat memperoleh informasi dan peraturan. Kemudian Peraturan Gubernur Nomor 

26 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Pada Dinas Syariat 

Islam Aceh yang berisi tentang mengatur tata kelola teknis pengelolaan Masjid Raya 

Baiturrahman Aceh sebagai UPTD di bawah Dinas Syariat Islam Aceh, termasuk 

pengelolaan keuangan, organisasi, dan pengawasan agar pengelolaan masjid berjalan 

transparan, akuntabel, dan profesional20. 

Masjid Raya Baiturrahman sebagai masjid provinsi telah mengalami perubahan 

signifikan dalam sistem pengelolaannya, dimana berdasarkan peraturan terbaru, 

pengelolaan masjid yang sebelumnya dilakukan oleh dua pihak kini dialihkan sepenuhnya 

kepada pemerintah melalui UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman di bawah 

naungan DSI Aceh. Perubahan sistem pengelolaan ini menimbulkan berbagai 

permasalahan yang perlu dikaji secara mendalam, antara lain belum adanya evaluasi 

menyeluruh mengenai efektivitas pengelolaan keuangan Masjid Raya Baiturrahman 

pasca peralihan ke UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman yang memerlukan 

analisis transparansi dalam pengelolaan dana publik, adanya kekhawatiran masyarakat 

 
19 Ihsanuddin. 
20 “Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, 

Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Pada Dinas 

Syariat Islam Aceh.Pdf,” n.d. 
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terkait transparansi pengelolaan keuangan masjid yang kini berada di bawah kendali 

pemerintah dimana kurangnya informasi yang jelas mengenai mekanisme transparansi 

keuangan dapat menimbulkan keraguan publik terhadap tata kelola yang baik, serta 

potensi dampak dari pengelolaan keuangan yang tidak optimal yang dapat merugikan 

kepercayaan masyarakat dan mempengaruhi citra pemerintahan Aceh secara keseluruhan 

mengingat pentingnya Masjid Raya Baiturrahman sebagai simbol keagamaan dan 

kebanggaan masyarakat Aceh. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini perlu 

dilakukan untuk menganalisis tingkat transparansi pengelolaan keuangan Masjid Raya 

Baiturrahman oleh UPTD. 

Maka dari itu untuk mengukur sejauh mana transparansi pengelolaan keuangan 

Masjid Raya Baiturrahman peneliti memilih konsep transparansi. Dikarenakan dengan 

konsep tersebut dapat menunjukkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap 

UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman dalam mengelola keuangan. Adapun 

indikator transparansi yang digunakan peneliti untuk mengukur penyediaan dan 

kemudahan akses dalam bentuk digitalisasi yang dapat memberikan informasi bagi 

publik. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Transparansi Pengelolaan Keuangan UPTD Masjid Raya 

Baiturrahman Aceh”. 

1. 2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah maka rumusan masalah penelitian sebagai 

berikut, “Bagaimana transparansi pengelolaan keuangan oleh UPTD Masjid Raya 

Baiturrahman Aceh?”  
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1. 3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yang mengaju pada rumusan masalah adalah 

untuk mengetahui bagaimana UPTD yang dibawahi oleh DSI Aceh ini dapat mengelola 

Masjid Raya Baiturrahman terhadap laporan keuangannya, yang semulanya dikelola juga 

oleh Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) yakni remaja masjid dan khadamnya. 

1. 4 Manfaat Penelitian 

Penelitian memiliki 2 kegunaan/ manfaat: 

1. 4. 1 Manfaat Teoritis 

Diharapkan dapat menambah wawasan teori melalui penelitian yang 

dilaksanakan, sehingga dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu 

pemerintahan khususnya mengenai transparansi pengelolaan keuangan Masjid raya 

Baiturrahman. 

1. 4. 2 Manfaat Praktis 

 Penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan terutama dalam transparansi 

pengelolaan keuangan Masjid raya Baiturrahman. Penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi masukan dalam penerapan transparansi yang baik terhadap pengelolaan 

keuangan Masjid raya Baiturrahman oleh UPTD tersebut, dan  diharapkan bisa 

memberikan informasi kepada pemerintah dan masyarakat terkait pengelolaan keuangan 

Masjid Raya Baiturrahman.


